
WALIKOTA LAI'IGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 6 TAHUN 2OT2

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS METROLOGI

PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH

KOTA LANGSA

BI SMILLAHIRRAHMANI RRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang : a.

Mengingat :  1.

b .

WALIKOTA LANGSA,

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 148 ayat (2)
Qanun Kota I"angsa Nomor 4 tahun 2OO8 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah
dan Kecamatan Kota Langsa dan untuk mendukung
terlaksananya kewenangarr dibidang pelayanan
kemetrologian bagi masyarakat dipandang perlu
membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi pada
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah Kota Langsa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa
tentang Susunan Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi
Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi pada Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah Kota Langsa;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun L974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun L974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 389O);
Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi
Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun i981
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);

2 .

3. Undang-Undang ...



3 .

4 .

5 .

-2-

undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42 tarnbahan kmbaran Negara Nomor 3821);
Undang-undang Nomor 3 tahun 2OO 1 tentang Pembentukan
Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20O 1 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437\ sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya
dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2OOB tentang
perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2OO4
tentang Pemerintahan Daerah (I,embaran Negara Republik
iiiioi-rcsia ialiuii 2OOB Nomor 59, tambahan ktnban'an Negara
Republik Indonesia Nomor 48a41;
Undang-Undang Nomor 11 Tahuri 2,AA{} tctrLa:rg Peiiiciiti?rha:r
Aceh (Iembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006
Nomor 62, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 4633i;
undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan
Peraturan Pemnda-ng-unCangr;-l (Lcnrtr*'r1;: Ncg;r-r; Rl'pr rbi:lr
Indonesia Tahun ?Oi 1 Nonr,-rr 8?, Tarrl-'a'.l l3l' i i.r-n!]-1i', ', irl-]

Negara Republik Indonesia Nomor 523fl;
P,-,1,i:i-,-ji-:.-ii-i I'r-'::"i;';iri'r;11: R;p,:-11;1ik i-li,.lo;ir'sia lianior 25 Tahun

:CCO Lvrri;rg licvivri.i;rgi,r-ii l-;rr^ct'iriiali ,ia-ii Pl'oVirrSi sebirgili

Daerah Otonom (Pasal 3 A}'s1 5 Poin 5c);
PefatUraii l leiiiC:iin'ii-rlr l{i;::,,-;t 79'i 'aiil:i r ?i}"-,1J t'-.i i 'r.,,ri-r! Ir.r,l,,:,;,:r:-,
pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
I)::::i:i l l {I;.;11-1'?-:::3f': 'tfl }-li:g;-ii":x Rcirr,rbtik Itldonesia Tahun 2005

l i , : ; -1, i , , ; -  i { - . i I ) , ' ! l : - , , ' ,1--1,11:r. i l  I , . r ' ; : : . ! - : . ; ' : t i : .  }1, . ' ; i ' r : ' ; i  f , '1, ; i - r l ' ; l !k in<- ioi- igsfa

Nomor 523a1;
Peratr-trr:n Peir'-i;-.; ' i; i ' i,:,:h N{::;,,,ri ' -' iP' Trtf , i it: 2$f ? tr:'; i1,::,..;

F e n r i : a g i i ; l l  1 . h , i , i . : : : . : ' i  P , - i i , ; - : ' , , r t , ; t 1 ' ,  i , - : - ,  1 . . -  r ' - :  l i , ' r i , : ' r r - ' 1 ' ' 1 . ,  l ' ' - : ' , ' . ' , ,  t  ' t

dacrah, I'rovinsi dan Pemerintah Daerah KabupatenIKota;
l ' i , ; . : 1 , r i  r : i l  l . : , . ' , . , i ' l i i i ; i i i  ) J r ; i - i i i . r l -  41  i : ; l i un  ?0O7  i e  r l i ang

Cr6cirurvo^ i--^*^rl,.ii ll*....^li {l^,tr^l-;-ii^i; li-5.r1'"r liCptiblik

Indonesia Tahqn 2{n7 Norntir 8?, Tal;btrlt.'::; lci:rliii:.,:;i N:g;:i:

Reputlik lt:du::r,si:r N';r"Lrul 47 4 1j;
i2. Peraturan Menteri ctalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57

Tr-',1-rii:."i :007 i;.,1:t.ii:g Fr:i-r:ii j l:k Tr:l<nis lai:i:a'tztan Organisasi

I-c r-'.': i:1;k-at Daerah;
Peraturan Mentcri Perclagangen Repuhlik Inclone's:r No:-.icr
+7/M.DAG/| PtrRl 12,,z{ i i } ' r - t ' i  r t i r i  i6 Tir i r i l . i  

'1",- i  
i '  Ti i i ; i t '  t ' } i ) ; i  i ,

Qarli-yr lint'r Lei-:g:-r l{:,1ll. ': ' '4 T:rl-;'.-ir: ?Clr i.:-'1 ,": 1;,- !l:--' r ,i '- '

Ci;r,::i:ra:;i .;1,n tiita I'i.:rja Dinas, Lcinbaga Tcknis l)aerah dan

I'i.lcr *:.:rt:iu Kota Langsa.
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Menetapkan

MEMUTUSI(AN :

PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI

DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS

DINAS METROLOGI PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN'

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA I-ANGSA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota La-ngsa;

2. Kota aclalah bagian dari Daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan

masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk

mengatur dan mengurLls sendiri urusan Pemerintahan dan

kepentingan masyarakat sctci:ip:lt scsiiai dcnga-n pci'att"rrair

perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatr-ran Republik Indonesia berdasarkan undang-undang
ilii$rrr l.{;gaia Rr-:putr;lik Indoncsia tahun 1945, yang dipimpin

oleh seorang Walikota;
3. Pemeriliahan liot;: adalah pcni'clcnggl;r:ii urr.rsjfir Pciiii'i'irit;ll:irlr

yafigdilaksanai<an olcli Fcniciinhh Koi.a d.rii Dcii'"iii Pci *tdiiLu;

h*t y"t Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-

masing;
4. Walikota adalah Walikota Langsa;

5. Wakil Walikota a-clrtii'Ji W;Jrii V'r.iiJij';i."tr l;i.r'r!:;i,

6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah

Sr-:kr':taris l)aerah Kota [,angsa;
7 I l i r :as F,: 'r lrqlr: . ' : f  r lan, Pcrclagll lgan, Kcpcrasi dan Usaha

Kecil Menengah adalah Dinas Perindustrian, Pcrdagang::n,

Koperasi da.n Llsalia Kecii l\tc;ic;'ig'i1-t i.{r;t;'r La:-'gs:r,

B. Kepala Dilas aC.tlali licp.el"r Diiios Dili,"o Firirii3u;Li.t,.,

Pr,.,l,,,gcpgan, !{t-ri-5r'asi can Us::ha Kecil Menengah Kota

Langsa;
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adala-h Unit Pelaksana

Teknis Dinas lUcti:clogi,
iO. Kepala Unit Pelakslna Tcknis Dinil: -l'alig lclal-:;r-:li 'ri3.3

di:cr,;ut l{ci;ala uIrTD ada!.ah Kepala unit Pelaksana Teknis

Diiurs Llada DiiliLs Pcr-irrdr-rstrian, PerCi'-gatrgan, Koperasi

, I 1,; i i I-I :;,,i,1 1 v.r. l'.-.-'i-, il 1.,! c i :,-: i: gil h Iil ta Lan gsa;

11. Kepala sub Bagian Tatat usi i l :a i ldal:r l i  l ici . , . i ;  sub B;;5i:. ;r

Tata Usaha Ulit  Pelaksarri t  Tekri i : ;  l) i t i i : : ;  p:rci i '  f) i l ; i ' r ." '

FCfinCiUSi-iiaii, Pclilii6i;zi6;,.;i, lii;i;ii".si .i.i;. iji'.il'ii i-iC-il

l\dr: i: r--lr,gah Kota Langsa;
!2.  i^ i , ; ' : . ' , ; :1 ;1;1. ' . .1 :11, : ; t i : " r11 l " i t r lSSi t , r - r l t l  * .1 ' rJ : - fh  Ki : l r i r i ipOk. Iabatan

Fungsional paCa Dlnas Keschata:r Ko'"ri l'airgs;:";

13. Metiologi acleri; ' .1, i l rr i- . ;  pcirgi. i .r l :Li; l i l  i . i i ;- i iai i ' i i i  l j l i ; i t ' i i ' i rr ir i ; i i1' ,r;

secara lu ;as.

14. Tera (\L -



1 4 . Tera Ulang adalah hat menandai berkala dengan tanda-
tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau
memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda
tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh
pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan
pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar,
timbang dan perlengkapannya yang telah ditera;
Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau
tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan
keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau
tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-
pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian
yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya yang belum dipakai;
UTTP adalah singkatan dari Ukuran, Takaran, Timbangan
dan Perlengkapan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Susunan Organisasi
dan Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas
Metrologi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

Susunan Organisasi UPTD Metrologi terdiri dari :

a. Kepala UPTD

b. Sub Bagian Tata Usaha dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional

1 5 .

1 6 .

Paragraf 24L -
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{2)

(3)

( i )

(4)

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah 'unsur

Pelaksana Trrgas Teknis Metrologi Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
UPTD di pimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada
dibawah tanggung jawab Kepala Dinas;
Sub Bagian Tata Usaha di Pimpin oieh seorang Kepala Sub
Bagran Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala UPTD;
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
teknis Metrologi dalam jenjang Jabatan fungsional sesuai
dengan keahliannya. dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior ditunjuk oleh'Walikota berdasarkan' usulan
kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat
(4) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku;
Bagan Susunan organisasi UPTD adalah sebagaimana
tercantum pada lampiran yang mempakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan ini;

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Kota Langsa mempunyai
tugas melaksanakan kegiatan teraltera ulang UTTP, penyuluhan
kemetrologian dan penyidikan tindak pidana kemetrologian.

Pasal 6

(1) Kepala'UPTD mempunyai tugas :

a. Memimpin UPTD dalam pelaksanaan tugas-tugas
teknis kemetrologian berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan tugas-tugas
lainnya yang diberikan kepala Dinas'

b. Menetapkan kebijaksanaan teknis dibidang
kemetrologian yang sesuai dengan Undang-Undang
Metrologi Nomor 2 tahun 1981.

c. Melaksanakan koordinasi dengan' instansi dan
organisasi terkait lainnYa

d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh
Kepala Dinas.

(21 Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi penyusunan program keda UPTD
dan laporan tahunan serta, pengelolaan ketatausahaan dan
rumah tangga UP|D yang meliputi urusan administrasi

. umrlm, kepegawaian, dokumentasi dan hubungan
masyarakat di lingkungan UPTD.

(s)

(6)

(3) Kelompok?/-
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(3) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD termasuk
penyuluhan dan pengawasan sesuai dengan bidang keahlian
dan kemampuannya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5, UPTD mempunyai fungsi :
(1) Pelaksanaan tugas-tugas teknis meliputi fasilitasi sarana dan

prasarana kemetrologian.
(2) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga

UPTD;
(3) Pelaksanaan tugas-tugas Kedinasan lainnya yang diberikan

oleh Kepala Dinas.

BAB III
KEPEGAWAIAN

Pasal 8

(1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat
dan diberhentikan oleh Walikota dari unsur Pegawai Negeri
Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas UPTD, SEKDA dapat
memperbantukan staf atas pelimpahan kewenangan dari
Walikota.

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan SEKDA
atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 10

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 1

Eselon jabatan pada UPTD adalah sebagai berikut :

a. Kepala UPTD Eselon IV.a
b. Kepala Subbag tata usaha Eselon IV.b

BABN&!- -
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BAB IV
TATA KERJA

Pasal 12

( 1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPTD dan Kepala Sub
Bagian Tata Usaha pada UPTD wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplikasi baik intern
n mpun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas
pokok masing-masing;

(2) Kepala UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota {APBK) Langsa melalui
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah serta sumber-sumber lain sesua,i dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur
kembali dengan peraturan Walikota sepanjang mengenai
peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.

Pasal 15

Dengan berlakunya pertauran ini maka segala ketentuan yang
bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal t4 '
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Pasal 16

Peraturaninimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.
Agar setiap orang dapat .mengetahuinya' 

memerintahkan

pengundangan peraturan ini d'engan penempatannya dalam

berita daerah.

di Langsa
9 Februari 2Ol?

16 Rabiul Awal 1433 H

Langsa

9 Februari 2OL2 M

16 Rabiul Awal 1433

2012 NOMOR 319

Ditetapkan di

pada tanggal "lt

Diundangkan
pada tanggal

4r t' SEKRETA' (A)( - 
KOTA,

S DAERA
NGSA

MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN

ZULKIFLI
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